PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2009
| TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2005
- TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN

- Menimbang

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa untuk | méwujudkan fungsi manajemen

kepegawanian yang terintegrasi dan mendorong peransrs
Pegawai Negeri Sipil sebagal salah saty unsur perekat
dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesla, serta mendekatkan pelayanan bidang
kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Pemerinisk
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomar ©
Tahun 2003 tentang Wewenang  Pengangkatan,
- Pemindahan, dan P:mbert{cntian Pegawai Negeri Sipil;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 entang
Pokok-Pokok  Kepsgawaian (Letnbaran  Nepara
Republik  Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indopesiz
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengau
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
-Tarbahan ' Lembaran Negara Republik Indonasia

- Nomor 3890}; - R

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ' tentang
«Pemerintahan Daergh (Lembaran Negara ‘Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

sebagaimana . | .
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sebagaimana telah dua kali diybah terakhir dengan
Undang-Undang” Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaren Negara Republik Indonesia Tahus Z0GR
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); :

4. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah usat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repuldiic
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, - Tambetng
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor G440

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembera;

- Negara Republlk Indonesia Tahun 2003 Nomor 1,

- -Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis

Nomor 4268);

. MEMU&'USKAL«:

L ; |
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN

~ ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN

12003 TENTANG WEWENANG  PENGANGKATAN,

PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWA;

'NEGERI SIFIL.

Pasal |

Mengubeh ketentuan Pasal 1 Perafuran Pemerintal
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatar:,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonhsg‘a Tahun 2403
Nomor 15, Tembahen Lembaran | Negera Repubiik
Indonesia Nomor 4263), #ehlngga Ac[l yp berbt?r}zy*i
sobagai berikut; : '

o

‘Pasell . .
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Dalam Peraturan Pemerinteh ini yang dimaksud dznpan:

1.

Pogawai Negeri 8ipil Pusat adalah Pegawsai Negeri
Sipil yang ggjinya dibebankan pada Anggarap

Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerjs pada

Kementerian Negara, Kejaksaan Agung,
Kesekretariatan Lembaga Presiden, Kepolisinn Negar.
Republik Indonesia,  Lembaga Pemerint:y
Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negars,
Baden Koordinasi Keamanan Laut, Pusa: Pelaporan

~ dan Analisis  Transaksi Keuangan, Kesekretariator

Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktu:s!
eselonldanbtﬂcanmempakanbagmnda;
Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian,
Instansi Vertikal di dacrah provinsi/kabupaten/kota,
Kepaniterasn Pengadilan, atau dipekerjakan untuie
menyelenggarakan tuges negara lainnya.

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negers
Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerje pads
pemerintah  dacrah provi.tmi/kabupa.ten/kota atau
dipekerjakan di luar instansi mdulmyn.

Pejabat Pembina chegawaian Pusat adalah Menteri,
Jaksa Agung, Pimpinan Kesckretarlatan lembaga
Kepresidonan, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pimpinan - Lembaga  Pemerintah
Nonkementerian, Kepala Pelaksana Hatian Badan
Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Peleporan

" dan Analisis Transaksi Keuangan serta Pimpinan

Keaakretanatm Lembaga Negara dan Lembaga
lainnya - ymg dipimpin oleh Pejabat Suuktural

esclon [ dan bukan merupakan bagian dari

Kementerian Negara/Lembage Pemerintah
Nonkemen*erian

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
adalah Gubernur, .

5. Pejabat |
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5. Pejabat Pembina - Kepegawaian Dazrah

~ Kabupaten/Kote adalah Bupati/Walikota.

6. Pejabat yang 'berwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan - mengangkat,
memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri

- Sipil scauai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pogawal Neger! Sipil yang diperbantuksn adalah
Pegawai Negerl 8ipil yang melaksanakan tugas di uar
instansi indukmya yang gajinya dibebankan pada
instanai yang menerima perbantuan.

8. Pegawai Negerl Bipll yung dipekerjakan adalah
Pegawal Negeri 8ipil yang melaksanakan tugas di luar
instansi indulknya yang gajinya dibebankan pada
instanei induknya. ,

9. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugus, tanggung jawab, wewenang, dan
hak scscorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara,

10. Jabatan fungsional tertentu adalah suaty kedudukan
yang monunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak sescorang Pegawal Negeri Sipi]
dalam suatu satuan organisasi yeng dalam
pelaksanaan tugesnya didasarkan pada keahlian
dan/atau ~ keterampilan tertentu serta bersifat
mendiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya

~ disyaratkan dengan angka kredit,

11. Jabatan ﬁ:ngsiona_l umum adalah suatu kedudukan
yeng menunjukkan tugas, tanggung jawab,
‘'wewenang, dan hak sescorang Pegawai Negeri Sipil
dalam suatu satusn organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan
tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak
disyaratkan dengan angka kredit. ' _

Pagal I

" Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggsd
diundangkan. . , '
Agar, ..
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~  Agar setiap orang mengstahuinya, memerintahkas:
pengundangan  Peraturan Pemerintah  ini dengan
penempatannya dalam Lembnnn Negnra Republik

Indoncda.
Ditetapkan di Jakarta .
pada tanggal 31 Oktober 2009
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONG
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, .
» ttd" | -
PATRIALIS AKBAR

.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .2009 NOMOR 164

Salinen sesuai dengan
SEKRETARIAT NEGARA RI
chala Biro Peraturan Pe




